
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1189, 2018 KEMENKOMINFO. Pelaksanaan Kewajiban 

Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 

Informatika. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN 

UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa telekomunikasi dan informatika mempunyai peran 

yang strategis dalam memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa, menunjang dan mendukung kegiatan 

perekonomian, memperkuat ketahanan nasional, dan 

pelindungan atas bencana dan situasi darurat; 

b. bahwa sarana dan prasarana telekomunikasi dan 

informatika yang ada belum sepenuhnya memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi 

dan informatika di daerah tertinggal, daerah terpencil, 

daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang 

tidak layak secara ekonomi; 

c. bahwa kewajiban pelayanan universal dapat menjadi 

pendukung penyediaan sarana dan prasarana 

infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi dan 

informatika agar dapat membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara berkelanjutan; 
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d. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang 

Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 

Informatika sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

dan perkembangan, sehingga perlu diganti dengan 

Peraturan Menteri yang baru; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan 

Universal Telekomunikasi dan Informatika; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 

2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor Nomor 5952 ); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

8. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 259); 

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Strategi Nasional Keuangan Inklusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185); 

10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta 

Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 

(Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); 

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan 

Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 

tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1337); 
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14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 

tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 739); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN UNIVERSAL 

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 

melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya. 

2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan 

telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi. 

3. Penyediaan Ekosistem Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang selanjutnya disebut Penyediaan 

Ekosistem TIK adalah kegiatan untuk mendukung 

pemanfaatan sarana dan prasarana TIK dengan 

melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat 

dan pengembangan wilayah .  

4. Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 

Informatika yang selanjutnya disebut KPU 

Telekomunikasi dan Informatika adalah kewajiban untuk 

memberikan pelayanan universal telekomunikasi, 

internet dan/atau penyebaran informasi. 

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 
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6. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan 

Telekomunikasi dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi 

dan Informasi yang selanjutnya disebut BAKTI 

merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang 

menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum.  

7. Dewan Pengawas BAKTI yang selanjutnya disebut Dewan 

Pengawas adalah organ BAKTI yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat 

pengelola BAKTI dalam menjalankan pengelolaan BAKTI.  

8. Direktur Utama adalah Pimpinan BAKTI. 

 

Pasal 2 

Pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilakukan 

dengan prinsip:  

a. efisien; 

b. efektif; 

c. transparan; 

d. adil; 

e. kemanfaatan; 

f. tidak diskriminatif; 

g. akuntabel; 

h. profesional; dan 

i. bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan 

Informatika mencakup untuk program penyediaan 

infrastruktur TIK, penyediaan ekosistem TIK, dan 

ekosistem ekonomi digital. 

(2) rogram penyediaan Infrastruktur TIK, penyediaan 

Ekosistem TIK, dan ekosistem ekonomi digital 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Direktur Utama. 
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